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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
partisipasi masyarakat dalam proses perumusan Perda tentang Pembentukan dan
Pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan lahirnya Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Nagari
Di Kabupaten Padang Pariaman merupakan wujud dari keinginan masyarakat
Kabupaten Padang Pariaman yang menginginkan Pemekaran Nagari.

Sebelum lahirnya Perda No.13 Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman memiliki 46 Nagari dengan 365 Korong, dan ada 2 (dua)
Kecamatan yang hanya memiliki 1 (satu) Pemerintah Nagari. Pemerintahan Nagari
yang mengusulkan untuk melakukan pemekaran nagari berjumlah sebanyak 6
(enam) Pemerintahan Nagari yaitu Pemerintah Nagari |1l Koto Aur Malintang,
Malai 1ll Koto, Lubuk Alung, Tandikat, Kuranji Hulu dan Kuranji Hilir.
Pemekaran dan Pembentukan Pemerintah Nagari Pemekaran dilakukan dengan
peningkatan status korong menjadi Nagari dan penggabungan beberapa korong
menjadi sebuah Pemerintahan Nagari.

Proses pemekaran dan pembentukan Nagari diawali dengan adanya
keinginan kelompok masyarakat untuk melakukan pemekaran nagari dengan
membentuk suatu Panitia Pemekaran Nagari yang berasal dari masyarakat korong
atau gabungan beberapa korong. Dari Panitia kemudian dilanjutkan ke
Pemerintahan Nagari Induk, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.
Usulan masyarakat tersebut kemudian menjadi bahan masukan bagi pemerintah
untuk menetapkan sebuah kebijakan mengenai Pemekaran Nagari.

Dengan demikian dalam menetapkan sebuah kebijakan mengenai
pemekaran nagari, masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahapan perumusan
kebijakan, dimana usulan masyarakat menjadi dasar pertimbangan terhadap sebuah
pemekaran nagari.

Kata Kunci/: Partisipasi, Peraturan Daerah No 13-tahun 2010.



